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ABSTRAK 

 

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KEPALA DESA ATAS  

TINDAKAN MALADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA 

 

Pengelolaan keuangan desa yang baik memiliki peran penting dalam mencapai 

tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, 

sering terjadi tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala desa. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam pengelolaan 

keuangan desa serta mengkaji unsur-unsur maladministrasi yang dapat terjadi 

dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berperan sebagai Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan kewenangan atribusi 

yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa wajib berpedoman pada asas 

legalitas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Unsur maladministrasi 

dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, 

pelanggaran prosedur, kelalaian, dan ketidaktransparanan. Jika tindakan tersebut 

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau 

pihak lain, serta menyebabkan kerugian negara, maka maladministrasi dapat 

berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Dari aspek pertanggungjawaban 

hukum, tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam 

pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, 

penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kepala 

desa melalui pelatihan rutin, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan 

pengawasan keuangan desa guna mencegah tindakan maladministrasi. 

Kata Kunci: Kepala Desa, Maladministrasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Tindak 

Pidana Korupsi. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

LEGAL RESPONSIBILITY OF VILLAGE HEADS FOR 

MALADMINISTRATION IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT 

 

Proper village financial management plays a crucial role in improving the welfare 

of village communities. However, in practice, instances of maladministration 

committed by village heads frequently occur. This study aims to analyze the 

authority of village heads in managing village finances and to examine the elements 

of maladministration that may arise in the process. Employing a normative legal 

method with a statutory and conceptual approach, the findings indicate that the 

village head functions as the Holder of Village Financial Management Authority 

(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, PKPKD), possessing 

attributional authority that encompasses planning, implementation, reporting, and 

accountability. In exercising this authority, the village head is required to adhere to 

the principle of legality and good governance practices. Elements of 

maladministration in village financial management may include abuse of authority, 

procedural violations, negligence, and lack of transparency. If these actions fulfill 

the criteria of unlawful conduct, provide benefits to oneself or others, and result in 

state financial losses, maladministration can escalate into acts of corruption. From 

a legal accountability perspective, maladministration committed by a village head 

in managing village finances constitutes personal liability. Therefore, this study 

recommends strengthening regulations, enhancing the capacity of village heads 

through regular training, and involving the community in the management and 

oversight of village finances to prevent maladministration. 

Keywords: Village Head, Maladministration, Village Financial Management, 

Corruption. 
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